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BERDASARKAN

AMANAT PASAL 23
AYAT (5) UUD 1945
Badan Pemeriksa Keuangan bertugas
untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara
lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Layanan Umum,
Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga
atau badan lain yang mengelola
keuangan negara. pemeriksaan  atas  laporan

keuangan  pemerintah

pusat  dan  pemerintah

daerah

PEMERIKSAAN KEUANGAN

PEMERIKSAAN KINERJA
pemeriksaan  atas  aspek

ekonomi  dan  ef is iensi ,  serta

pemeriksaan  atas  aspek

efekt iv i tas  

PEMERIKSAAN DENGAN
TUJUAN TERTENTU

pemeriksaan  yang  dilakukan

dengan  tujuan  khusus,  di  luar

pemeriksaan  keuangan  dan

pemeriksaan  kiner ja .  Termasuk

dalam  pemeriksaan  tujuan

tertentu  in i  adalah  pemeriksaan

atas  hal -hal  la in  yang  berkaitan

dengan  keuangan  dan

pemeriksaan  invest igat i fBPK PERWAKILAN PROV. KALTENG



SEPUTAR PEMERIKSAAN KEUANGAN

Pemeriksaan  keuangan  in i  dilakukan  oleh  BPK  dalam  rangka

memberikan  pernyataan  opini  tentang  t ingkat  kewajaran

informasi  yang  disaj ikan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah.

Pemeriksaan  keuangan  bertujuan  untuk  memberikan

keyakinan  yang  memadai  ( reasonable  assurance )  bahwa

laporan  keuangan  telah  disaj ikan  secara  wajar  dalam  semua

hal  mater ial ,  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku

umum,  atau  basis  akuntansi  komprehensif  selain  prinsip

akuntansi  yang  berlaku  umum  di  Indonesia.  Pemeriksaan  atas

laporan  keuangan  dilakukan  setelah  laporan  keuangan

disusun  oleh  objek  pemeriksaan  (kementer ian / lembaga,

pemerintah  pusat ,  pemerintah  daerah ) ,  dan  diserahkan

kepada  BPK  pal ing  lambat  3  bulan  setelah  tahun  anggaran

dimaksud  berakhir .
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TENTANG PEMERIKSAAN KINERJA

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk
mengidentifikasikan hal-hal yang perlu
menjadi perhatian lembaga perwakilan

PDTT atas suatu tema tertentu tidak
dilakukan rutin setiap tahun, melainkan

berdasarkan perencanaan prioritas
pemeriksaan yang telah disusun

sebelumnya.

Pemeriksaan kinerja dimaksudkan
agar kegiatan yang dibiayai
dengan keuangan negara/daerah
diselenggarakan secara ekonomis
dan efisien, serta memenuhi
sasarannya secara efektif

Contoh pemeriksaan kinerja yang
dilakukan BPK di antaranya adalah
kinerja atas efektivitas pengelolaan
dana desa, kinerja atas efektivitas

penyelenggaraan program jaminan
kesehatan nasional, serta kinerja atas
pengelolaan dana pendidikan melalui

program BOS dan PIP.
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PDTT dalam bentuk
pemeriksaan kepatuhan

keuangan bertujuan untuk
menilai apakah hal pokok

yang diperiksa sesuai
(patuh) dengan ketentuan

peraturan perundang-
undangan.

Termasuk dalam pemeriksaantujuan tertentu ini adalahpemeriksaan atas hal-hal lainyang berkaitan dengankeuangan dan pemeriksaaninvestigatif.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Sedangkan PDTT dalam
bentuk pemeriksaan

investigatif bertujuan untuk
mengungkap adanya indikasi

kerugian negara/daerah
dan/atau unsur pidana.

Contoh pemeriksaan kepatuhan

yang dilakukan BPK di

antaranya adalah PDTT atas

belanja daerah, PDTT atas

belanja modal infrastruktur,

serta PDTT atas pendapatan
daerah.
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